
GUBERICI'R ITUSA TENGGARA TIMT}R

PERATT'RAN GUBERIYUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ,T TA}IUN 2OL7

TENTANG

TATA CARA FASILITASI PEMBELI"AN KENDAIT&U{ BERMOTOR
SECARA KREDIT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI NUSA TE]VGGARA TIMUR

DENGAN RAIIMAT TT'I{AI{ YANG ITIAIIA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a- bahwa dalam ra5ka membantu PNSD dan Anggota
DPRD Provinsi NTT dalam kepemirikan kendaraan
bermotor guna mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi, perlu difasilitasi pemberian
kendaraan bermotor secari kredit bagr pi.rso dan
Anggota DPRD;

b. bahwa agar fasilitasi pembelian kendaraan bermotor
secara kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat
berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akunt u"r,
perlu diatur dengan peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b", perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Tata cara Fasilitasi
Pernbelian Kendaraan Bermotor secara Kredit bagi
Peg:rwai Negeri Sipil Daerah dan Anggota DPRD provinsi
Nusa Tenggara Timur;

Menglngat :L tty菫
誠憔eぶ 懺tドLile懺sa Tenggara Timur(Lelnbaran

Negara Repubhk lndonesia Tahun 1958 Nomor l15,
Tambahan Lelnbaran Negara Repubttk lndOnesia Nomor
1649);
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MEMUTUSKAI{I

Menetaptan : pERATURAN GUBERIYUR TEltTAItc TATA CARAFASILITASI PEMBELIAIT I(ENDARAAN BERMOTON
SECARA KREDIT BAGI PBGAUIAI NEGERI SNT'PEPNETT
DAT{ AIiIGGOTA DPRD PROVINSI ITUSA TENGGARA;IItrifi 

-

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Defmisi

Pasa-l I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah provinsi Nusa Tenggara Timur,2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.3' Pegawai Negeri sipil laerah yrng iJta.,.iutnya disingkat pNSD adalah
- Pegawai Negeri sipii lingkup pemerintah prtvinsi wusa:rlnggara tr*rrr.4' Badan Pendapatan, pengelora Keuangan dan Aset Daerah yLg 

".t.rjrt.ry.dising!<at BPPKAD adalah BppKAD piovinsi Nusa Tenggar" firirr.5' Kepala Badan Pendlpatan, pengelora Keuangan dan Aset Daerah yangselanjutnya disebut Kepala BppKAD adalah xepata BppKAD provinsi NusaTenggara Timur.
6' Anggaran Pendapatan dan Beranja Daerah yang seranjutnya disingkatAPBD adalah suatu _rencana keuangan 

-t 
frrrrur, Sirog dii.t^pt rlberdasarkan Peratr:ra' Daerah provinsi N-usa Tenggara tinurl7' satuan Kerja perangkat Daerah yang selanjut"yi-ai"irrgtaisKpD adalahperangkat daerah _ pada pemerintah dairah "iUf., pengguna

anggaran / pengguna barang.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang seranjutnya di singkat ppKD

adalah Kepala Satuan Kerja pengelora Keuangan b*.i.tr yang Jeurrjutnya
disebut dengan Kgoala sKpKD yrrrg me-punyai tuga-s rietatsanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Beniahara unium DaerJ.9. Pembiayaan daerah adarah semua penirimaan yang perru dibayar kembalidan/atau pengeluaran yang akan diterima t "-6"ti, rait paaa tanun
Jng$eran yang bersangkutan maupun pada tahun_tahun anggaranberikutnya.

10. Investasi non pernane" 
"q++ investasi jangka panjang yang bertujuanuntuk dimiiiki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untukdiperjualbelikan atau ditarik kembali yr.r[ dil"t rk"r, aalam.;angka waktu

tertentu yang biasanya terdapat jangka waktu tertentu.
11. Pemberian pinjarnan adalah bentuk Investasi pemerintah daerah padabadan usaha milik Negara, badan usaha milik d;;..h, -;;.;;;

pemerintah, pemeriri.tah daerah lainnya, BLUD milik p.-..irrt"l a"..rtlainn-ya .dan masyarakat dengan hak-memperotetr pengemo"ii"rr- o"*p.pokok pinjaman, bunga dan/ atau biaya lainnya.
12. Kas Umum Daerah ,adalah .tempat_ penyimpanan uang daerah yangditentukan oleh kepala daerah untuk 

- 
menampung seluirh p".r".i-".o

daerah dan digunakan untuk membayar seluruh peigeluaran d;;;4.
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13. Rekening Kas Umum. Daerah adalah rekeni.ng tempat perryimFanan q4sg
daerah yang ditentukan oreh kepala daerah untul rrr.rrarrrp.rrrg seluru[
penerimaan daerah dan digunakan unfuk membayar seluruh
daerah pada bank yang ditetapkan.

Bagran Kedua
Maksud dan ftrjuan

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adaiah sebagai dasar pelaksanaan
pengelolaan kredit kendaraan yang dibiayai dari APBD provinsi Nusa Tenggara
Timur bagi PNSD dan Anggota DPRD pro;insi NTT.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah :
a. terlaksananya pengelolaan kredit kendaraan yang efektif, efisien, transparan

dan akuntabel sesuai azi,as-azas pengelolaan keuangan daerah; dan
b. meningkatkan Fendapatan Asli Daerah serta kesefahteraan pegawai Negeri

Sipil dan Anggota DPRD Provinsi NTT.

Ba gian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi :
a. Sasaran Pemberian Kredit Kendaraan;
b. Batasan/Plafon Kredit;
c. Penganggaran;
d. Pe laksanaan;
e. Persyaratan;
f. Penatausahaan; dan
g. Pertangungiawaban dan Pela.poran.

BAB II
SASARAN PEMBERIAN KREDIT KENDARAAN

Pasal 5

Pemberian kredit kendaraan bermotor merupaken bentuk Inyestasi Non
Permanen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diperuntukan
bagi PNSD dan Anggota DPRD Provinsi NTT.
Kredit kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (r) mencakup kred,it
kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat).
Khusus kepada Anggota DpRD provinsi NTT, 

-hanya diberikan kredit
kendaraan bermotor roda 4 (empat).

２

　

　

３

3



./

(2)

BAB III
. BATASAN/ PLAFON KREDIT

Pasal 6

Batasan kredit kendaraan. roda 2 (dua) bagi pNSD lingkup pemerintahh-url"i Nusa Tenggara Timur maksima.l se-besar np. Zb.Ooo.OOo,_-iJr"puluh-juta rupiah) dan 
-pengembaliannya disertai d"rrgu. UuSa' f,i-%o,yang dipotong langsung dari penghasilaapegawai N"g.;aipiiD";h-y*g

bersangkutan.
Batasan kredit kendaraan roda_ 4 (empat) bagi pNSD lingkup pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur dan'enggoia o"pRo provinsi Nusa TenqsaraTimur, maksimar sebesar Rp. 25o.oob-ooo,- ta,,^ ratus-iil"il;T.
.runiah) dan pengembaliannya disgrtai dengan'b*g" 16 o/o, yigeip"i;"g
Iangsung dari penghasilan Fegawai ttegeri Sipil oae-rah d""'r("g{r-";-DpRD
yang bersangkutan.
waktu pengembalian kredit kendaraan sebagaimana dimaksud pada avat(1) dan ayat (2), ditetapkan paling tama e (ti!{ t h;.;;;3;tigJi,li"n
enam) bulan bagi kendaraan roda 2 1aual aan 5 (lima) t"t "i-"du 

-OO

(enarn puluh) bulan bagi kendaraan roda 4 (empatl.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 7

Berdasarkan pertimbangan Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD),
alokasi anggaran kredit kendaraan dicantumkan dalam Kebijakan'umum
Anggaran (KUA) dan ditetapkan melalui penetapan plafon Anggaran
Sementara {PPAS).
Iftedit kendaraan dianggarkan dalam kelompok pembiayaan, jenis
pengeluaran pembiayaan, obyek dan rincian oryet t<redit kepada keiompok
masyarakat.
Alokasi dana kredit kendaraan bermotor dicantumkan dalam RKA/ RKPA
PPKD.
Gubernur Nusa Tenggara Timur menunjuk KepaJa BppKAD sebaga; ppKD
untuk melaksanakan perencanaan, penatausahaan- danpertanggungiawaban pengelolaan kredit kendaraln fngkup pemerinta]r
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(3)

(2)

０

　

０

但

　

ｐ

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 8

Pelaksanaan kredit kendaraan berdasarkan atas DpA/ DppA ppKD sebagaipengeluaran pembiayaan.

J(.putg BPPKAD ata.s nama Gubemur NTT mengeruarkan Surat Edaran
kepada seluruh Pimpinan perangkat Daerah serta pimpinan DpRD provinsi
NTT.

$"pdl PD mengajukan permohonan dan mengustrlkan nama_nama pNSD
kepada Gubemur NIT cq. Kepala BppKAD provinsi N,I-L
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(5)

Kepala BPPKAD melakukan kerjasama dengan dealer/ pihak penyertia
kendaraan, baik roda 2 (dua) maupun roda 4 {-empat} unirik *.rry.ai"rt 

"r,kendaraan sesuai permintaan para pemohon.
Kepala BPPKAD menyimpan/ mendokumentasikan seluruh Bukti
Kepemiukan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari seluruh penerima kredit
kendaraan sebagai jaminan atas bukti kepemilikan, **p"i dengan batas
akhir penyetoran.

BAB VI
PERSYARATAN

Pasa1 9

(1)Persyaratan ndilt kcndaraan roda 2(dual Sebagaimana dimaksud pada
ayat(3)sebagal bcHkut:a楡
聾ξ雛灘質t臨嵐躍器驚ling kurang 4(cmpatl tahtln sebclum

Fnasa penslun.

宇 夢
間 鶴縄竜皿 探群脚 淵l躍配号

e翻

c Mengai鍛
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Tenggara Timur mcldd Pimphan PD masmg mnsi誓
.

d.Surat persetuJuan dan suarni/istri.

c.Mclampirkan kartu tanda pengcnal serta mcnanね 慟ngani bcrita acara
kesanggupan membayar dentt cara mengangsur langsung dad
penghasilannya setiap bulan,selama 36(tiga puluh enam}bulan atau 3

(tigal tahun.・
錆轟漠r翼書盤獣」ゝ署狸ldtttЪ』躍t atau menmggal dunia,maka berscdia
melunasi sekaligus sisa angs■ lran.

(2)Persyaratan kredit kendaraan roda 4(empatl Sebagaimana dimaksud Pada
ayat 13)sebagai berint:

b慾轟翼悪嘘ittf稔£皿鍛品麗鍵slun.

艦 r DPRD pttg∝dttt l酪柵 淵Ъ駐 配ツ甜
α
臨認慇li哩酬rttu壁野

a Gubemur ctt Kcp」 a Badm
m dan Aset Daerah Pro宙nsi Nusa
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鴇 甜
票 藤 職 蹴 鑑 魏

a雷
penghasiannya setiap man, se
01mal tahun.
■ Apabila  yang  bersangkutan
Peme五ntahan, berhenti/perganti

冊nttu謝織 er認



BAB VIT
PENATAUSAHAAN

pasa_l 10

P.enatausahaan pengelolaan pemberian kredit kendaraan bermotor dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut :
a. Kepala BPPKAD melakukan verlikasi terhadap seluruh perrnohonan kredit

kendaraan sesuai persya ratan yang ditentukan.
b. Menetapkan daftar nama penerima kredit kendaraan bermotor disertai

felsan jumlah, jenis dan merk kendaraan serta besaran uiay" a.,g".rrrr,
lgokok dan bunga) yang akan disetor setiap bulan.

c. Kepala BPPKAD melakukaa proses pembayaran atas seluruh tagihan yang
dilakukan oleh pihak dealer,.sesuai denga., mekanisme dan keteituan yang
berlaku.

d. Membuat daftar pemotongan gaji/penghasilan dari para penerima kredit
kendaraan bermotor, yang menjadi acuan bagi Bendahara umum DaerahProvinsi NTT dalarn melakukan pemotongan g4ii/ penghasilan dari para
penenma kredit kendaraan berrnotor yang bersangk itan- pada setiap bul,an
(selarna limit walrhr masa angsuran).

e. Penerimaan cicilan pokok yang bersumber dari pengembarian kredit
kendaraan dimasukan - ".b"grl kelompok penerimain pembiayaan,
sedangkan penerimaan bunga atas kredii kendaraan dimasukan sebagaikelompok pendapatan, jenis pendapatan asli daerah, obyek lain_lain
pendapatan.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal I 1

(U P€rtanggungiawaban atas realisasi pelaksaanaan kredit kendaraan
ditaksanakan oleh BPPKAD provinsi NTT.

(2) Realisasi pembayaran kendaraan kepada pihak Ketiga dimasukkan sebagai, pengeluaran pembiayaan 
_ 
dan realisasi penerimaan dimasukkan seuagal

penerimaan pembiayaan dan dicantumkan dalam l,aporan Keuangan ppKD
serta Laporan Keuangan pemerintah Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, khusus pelalsanaan pengelolaan
Investasi Non Permanen pemerintah provinsi NTT dalam bentuk f?silitasi
pembelian kendaraan bermotor roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) secarakredit bagi PNSD dan Anggota DPRD lingkup pemerintah p.o.rlr,*i tlo""
Tenggara Timur yang telah dilaksanakan sibeium peraturan Gubernur ini,
tetap berpedoman pada aturan kebijakan sebelumnya.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan Wnempata;rnya ddam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal n A1csJu1

r(GueenNun NUSA TENGGT

2017

TIMUR,P

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2017

PEN」ABAT SEKRETARIS DAERAH

/r*t

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 24
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